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ABSTRAK 
Wakaf adalah institusi islam yang berkembang di 
Indonesia sejak masa penajjahan Belanda, dan terus berkembang 
sampai dengan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini. Karena 
wakaf telah menjadi pranata hukum Islam dan juga hukum 
positif, maka pengaturan wakaf tentu saja memiliki dua sumber, 
islam dan hukum positif atau perundang-undangan Indonesia. 
Penelitian ini berupaya untuk membandingkan pengaturan wakaf 
dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia 
terutama UU wakaf.  
Penelitian ini mengajukan tiga identifikasi masalah yang 
dibahas: 1). Bagaimana mekanisme dan perkembangan wakaf 
uang khususnya di Indonesia? 2).Bagaimana landasan hukum 
Islam dalam mempraktekan wakaf uang?3).Bagaimana 
pengaturan Wakaf uang dalam lingkup peraturan perundang-
undangan di Indonesia? Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 
Mekanisme wakaf uang di Indonesia diatur oleh Undang-undang 
No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang antara lain mengatur 
administrasi wakaf uang, pengelolaan dan pengembangannya. 
Dalam wacana fikih, ulama memang berbeda pendapat tentang 
hukum wakaf uang, di antara mereka ada yang melarang dan 
ada pula yang membolehkan dengan argumentasi masing-
masing. Dalam wakaf uang, prinsip keabadian wakaf adalah 
dengan menjaga nilai pokok wakaf uang, sedangkan prinsip 
kemanfaatan wakaf adalah dengan memanfaatkan wakaf uang 
untuk kemaslahatan umat. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Bila dicermati secara seksama, dinamika perkembangan 
hukum perwakafan di Indonesia, dari satu perundang-undangan 
ke perundang-undangan lainnya, ternyata berkisar antara 13 – 17 
tahun-an. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perubahan 
hukum yang dihasilkan melalui ijtihad ulama dalam perwakafan 
berada dalam kurun waktu antara 13 – 17 tahun-an.  Dinamika 
perkembangan pemikiran fikih wakaf tersebut nampak terutama 
dalam harta/benda wakaf (mauqûf), pada periode pertama 
(undang-undang Nomor 5 Tahun 60 dan PP Nomor 28 Tahun 
1977) bahwa harta/benda wakaf (mauqûf) mesti benda tidak 
bergerak (al-aqqãr) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1), 
pada periode kedua (Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang 
Kompilasi Hukum Islam), harta/benda wakaf (mauqûf) sudah  
mengadopsi benda tidak bergerak  {pasal 215 ayat (4)}. 
Sedangkan pada periode ketiga (Undang-undang Nomor 41 
Tahun 2004), bahwa harta/benda wakaf (mauqûf) di samping 
benda tidak bergerak juga sudah mengadopsi wakaf uang, logam 
mulia, dan lain sebagainya {pasal 16 ayat (1), (2), dan (3)}. 
Konsep wakaf dalam Islam, pada dasarnya merupakan 
hasil nalar dan ijtihad para ulama terhadap nuşûş Al-Qur’an yang 
menganjurkan untuk menafkahkan sebagian hartanya di jalan 
Allah, seperti firman Allah Q.S. Al-Hajj  [22]:77, Q.S. Ãli ‘Imrãn 
[3]: 92, Q.S. Al-Baqarah [2]:261. Di samping itu juga sebagai 
respon para mujtahid terhadap hadiå Rasulullah yang 
menganjurkan kepada Umar r.a. untuk menahan pokok/íat tanah 
yang dimilikinya dan hanya mensodakohkan serta 
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mendayagunakan hasilnya saja, sebagaimana yang diriwayatkan 
oleh Muslim dari Ibnu Umar yang berkenaan dengan pertanyaan 
Umar kepada Rasulullah tentang bagaimana cara 
mendayagunakan dan memanfaatkan tanahnya yang ada di 
Òaibar yang menurut pengakuannya merupakan lahan yang 
sangat subur dan tinggi nilai jualnya.1  
Di samping hadiå tersebut di atas, juga berdasarkan 
kepada hadiå yang diriwayatkan oleh Muslim tentang şadaqah 
                                                 
1   
َمَر قَاَل َحدَّثَنَا يَْحيَى ْبُن يَْحيَى التَِّميِمىُّ أَْخبََرنَا ُسلَْيُم ْبُن أَْخَضَر َعِن اْبِن َعْوٍن َعْن نَاِفعٍ َعِن اْبِن عُ   
قَاَل يَا َرُسوَل اللَِّه يَْستَأِْمُرهُ فِيَها فَ  -صلى الله عليه وسلم-أََصاَب ُعَمُر أَْرًضا بَِخْيبََر فَأَتَى النَّبِىَّ 
إِْن ِشئَْت » إِن ِى أََصْبُت أَْرًضا بَِخْيبََر لَْم أُِصْب َماالً قَطُّ ُهَو أَْنَفُس ِعْنِدى ِمْنهُ فََما تَأُْمُرنِى ِبِه قَاَل 
لَُها َوالَ يُْبتَاُع َوالَ يُوَرُث َقاَل فَتََصدََّق بَِها ُعَمُر أَنَّهُ الَ يُبَاُع أَصْ «. َحبَْسَت أَْصلََها َوتََصدَّْقَت بَِها 
قَاِب َوفِى َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَّ  بِيِل َوالَ يُوَهُب. َقاَل فَتََصدََّق ُعَمُر فِى اْلفُقََراِء َوفِى اْلقُْربَى َوفِى الر ِ
ْيِف الَ ُجنَاَح َعلَى َمْن َوِليََها أَْن يَأُْكَل ِمْنَها بِاْلَمْعُروِف أَْو يُ  ٍل فِيِه. قَاَل َوالضَّ ِ ْطِعَم َصِديقًا َغْيَر ُمتََمو 
دٌ َغْيرَ  ٍل فِيِه. قَاَل ُمَحمَّ ِ ا بَلَْغُت َهذَا اْلَمَكاَن َغْيَر ُمتََمو  دًا فَلَمَّ ُمتَأَث ٍِل َماالً.  فََحدَّثُْت بَِهذَا اْلَحِديِث ُمَحمَّ
 أَنَّ فِيِه َغْيَر ُمتَأَث ٍِل َمال قَاَل اْبُن َعْوٍن َوأَْنبَأَنِى َمْن قََرأَ َهذَا اْلِكتَابَ 
"Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata, bahwa Umar r.a. 
memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian ia 
menghadap Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar 
berkata : ya Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah 
di Khaibar yang belum pernah saya memperoleh tanah 
sebaik itu, apakah yang engkau perintahkan kepadaku ?, 
Rasulullah bersabda : bila engkau suka, tahanlah (pokok) 
tanah tersebut dan kamu shadaqahkan hasilnya. 
Kemudian Umar menshadaqahkannya, tidak boleh dijual, 
tidak boleh diwarisi, dan tidak boleh dihibahkan. Berkata 
Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir 
miskin, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnus 
sabil, dan para tamu. Dan tidak dilarang bagi yang 
mengurus tanah itu untuk makan dari hasilnya dengan 
cara yang baik (pantas) dengan tidak bermaksud untuk 
menumpuk harta. Al-Imam Abi al-Husen Muslim bin al-
Hajaj, Al-Jãmi’ al-Şahîh,  (Beirut, Dãr al-Fikr),  Juz V, 
hlm. 74.  
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jãriyah, yang senantiasa akan mengalir pahalanya meskipun yang 
bersangkutan telah meniggal dunia. 2 
 Ayat-ayat al-Qur'an dan hadiå Rasulullah tersebut di atas, 
tidak secara tegas menyebutkan tentang hukum wakaf. Oleh 
karena itu, wakaf termasuk ke dalam kelompok ijtihãdiyah dan 
bukan ta'abbudi, serta tauqîfi, terutama yang berkaitan dengan 
aspek pengelolaan, jenis/harta wakaf, syarat, rukun dan 
peruntukkannya. Apabila suatu hukum masuk ke dalam wilayah 
ijtihad (majãl al-ijtihãd), maka hal tersebut akan menjadi elastis, 
futuristik, sangat fleksibel, dinamis, serta terbuka terhadap 
penafsiran-penafsiran baru sesuai dengan kondisi dan situasi. 
Karena itu, menurut pengamatan penulis, sebagian besar hukum-
hukum yang berkenaan dengan wakaf dihasilkan melalui   ijtihad, 
baik melalui metode qiyas, istihsãn, terutama melalui metode 
maèlaòah, yang tujuannya adalah dalam rangka merealisir tujuan 
syara'.  
Hasil pemikiran dan ijtihad para mujtahid dikenal dengan 
istilah fikih yang menurut ulama Syafi’i diartikan dengan ilmu 
tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praksis (‘amali) yang 
diambil dari dalil-dalil yang terinci (tafèîli).3 Sedangkan menurut 
                                                 
2 Hadits dimaksud adalah : 
ََبةو ََى َدد َو  َ َََحَددت َحََعاِددنَ َ ددَ-َحددَثنَاَيَحََيىَددنََ ددُّو َةَدديَوت ََحددَثنَاَيََ-َََُّسددِعىث   َ َردد َحو َب َ ددُّو
َ ََ-إَِسَميِعىلو  َ ََجَعفَ سودتَ َ َهَدِهََ-هوَتَ َ ُّو َ ََََََََّ َ َحد َ ََعاَلَِءََعََََُّ ِىِهََعََََُّ ِنَهو َعَُِّ 
َ»َةَيَ ََ-صهنَ َههَعهىهَبسهم- َ َ َنقََطعََإِذَ ََميَتَ إِلَنَسيَّو إِ ََِمدََُّناَلَنَد َعَمهودهَو ََعَادهَو
َِح َحََثعوتَََهوَ ََصي َ ِِهََََبََبََث  َحوَا َفَعو ََََبَِعَهم  حَ  َِ ََجي َإِ ََِمَََُّصَثةَ 
 Dari Abi Hurairah r.a. apabila manusia meninggal dunia, terputus 
segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara, yaitu shadaqah jariah, 
ilmu yang diambil menfaatnya, dan anak shalih yang senantiasa 
mendo'kan orang tuanya. Ibid,  hlm. 73.  
3 Wahbah al-Zuhaeli, Uşûl al-Fiqh al-Islãmi, (Beirut, Dãr al-Fikr li al-
Ùibã’ah wa al-Tauzi’ wa al-Nasyr,1986) jld. 1,  hlm. 19.  
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Abdul Wahab Khallaf fikih diartikan sebagai kumpulan hukum-
hukum syara’ yang bersifat praksis (‘amali) yang dihasilkan dari 
dalil-dalil yang terinci (tafèili). 4 
Dengan memperhatikan dua definisi tersebut di atas, maka 
fikih dapat diartikan sebagai ilmu dan sebagai kumpulan hukum. 
Sebagai ilmu dapat dilihat dari terminologi yang dikemukakan 
oleh ulama Syafi’iyah (sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah 
Az-Zuòaeli), sementara sebagai kumpulan hukum dapat dilihat 
dari terminilogi yang ditawarkan oleh Abdul Wahab Khallaf di 
atas. Apabila fikih diidentifikasi sebagai ilmu maka ia dinyatakan 
secara deskriptif dan ia merupakan wacana intelektual dengan 
menggunakan cara berfikir ilmiah. Namun, apabila fikih 
diidentifikasi sebagai kumpulan hukum, maka ia dinyatakan 
secara preskriptif dan fikih merupakan kumpulan hukum produk 
pemikiran para mujtahid yang dijadikan salah satu patokan dalam 
penataan kehidupan manusia.5       
Fikih sebagai produk ijtihad  para mujtahid tidak 
mengikat kepada orang lain kecuali kepada si mujtahid itu 
sendiri, sedangkan undang-undang (qãnûn)6 mempunyai daya 
                                                 
4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Uşûl al-Fiqh,  (Jakarta, Al-Majlis al-
‘A’la al-Indunesi li ad-Da’wah al-Islãmiyah, 1972),  hlm. 11.   
5 Cik Hasan Bisri, Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata 
Sosial, (Jakarta,  Rajawali, 2004), hlm. 40. 
6 Kata qãnûn berasal dari bahasa Yunani “canon”, kemudian masuk ke 
dalam bahasa Arab melalui bahasa Siryani. Tetapi adapula yang menyatakan 
bahwa qanun berasal dari bahasa Rum dan adapula yang mengatakan ia berasal 
dari bahasa Persia. Secara etimologi ia diartikan dengan ukuran terhadap 
sesuatu (miqyãsu kulli syai), sedangkan menurut istilah diartikan dengan 
himpunan dari kaidah-kaidah yang mempunyai daya ikat guna mengatur 
hubungan antara sesama manusia dalam sebuah komunitas. Qãnûn juga dapat 
diartikan sebagai kumpulan dari kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh lembaga 
pembuat undang-undang (sulùah tasyrî’iyah) untuk mengatur persoalan 
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ikat kepada warganya, karena ia merupakan produk legislatif dan 
eksekutif (sulùah tasyrî’iyah dan sulùah tanfîíiyah). Sebagaimana 
diungkapkan oleh Abdurrahman abdul Aziz Qãsim, bahwa fikih 
berbeda dengan qanûn, meskipun ia pada prinsipnya hasil ijtihad, 
karena qanûn (perundang-undangan) paling tidak terdiri dari dua 
unsur yaitu : a) qanûn mempunyai daya ikat/daya memaksa, dan 
b) materinya ringkas, bersifat global serta terdiri dari bab-bab dan 
pasal-pasal.7  Oleh karena itu, agar fikih wakaf mempunyai daya 
ikat dan memaksa, serta berlaku bagi seluruh komponen 
masyarakat. maka ia harus ditransformasikan ke dalam qanûn 
(undang-undang).  
Wakaf, bila dikaitkan dengan hukum taklifi yang lima, 
maka ia termasuk ke dalam kategori sunnah yang menurut 
terminologi uşul fiqh suatu perbuatan yang apabila dilaksanakan 
akan memperoleh pahala dan bila ditinggalkan/tidak dikerjakan 
tidak akan memperoleh apa-apa baik berupa pahala maupun 
ancaman hukuman. Namun terhadap syari’at wakaf ini 
pemerintah menaruh perhatian yang sangat tinggi dan 
memandang perlu untuk diatur dalam sebuah regulasi, yaitu 
berupa undang-undang tentang wakaf. Menurut hemat penulis, 
karena wakaf di dalamnya bersentuhan dengan kepentingan 
umum baik dari sisi pertanahan, pendayagunaan, maupun 
pengadministrasiannya, sehingga pemerintah berkewajiban untuk 
mengatur dari sisi regulasinya. Oleh karena itu kehadiran regulasi 
                                                                                                           
tertentu. Lihat  Abdurrahman Abdul Aziz Qasim,  Al-Islãm wa Taqnîn al-
Ahkãm, (Cairo, Idãrat Syuûn al-Maktabãt, 1977),  hlm. 172. 
7 Ibid, hlm. 236-237. 
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perwakafan sangat amat dibutuhkan bagi tertib hukum dan tertib 
administrasi perwakafan.  
Usaha-usaha transformasi fikih Islam ke dalam 
perundang-undangan (hukum positif) dengan melalui proses 
taqnîn di Indonesia sudah berlangsung cukup lama, menurut 
hemat penulis paling tidak proses tersebut dimulai sejak 
diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik, undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
jo UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-
undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah 
Haji (yang selanjutnya diubah dengan undang-undang Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibdah haji yang 
diundangkan pada tanggal 28 April 2008 dan dimuat pada 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60), 
Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan 
Zakat, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
(yang menjadi fokus penelitian penulis dalam disertasi ini), 
ditambah dengan berbagai peraturan pelaksanaannya baik 
Peraturan Pemerintah (PP), Inpres, maupun Keputusan Menteri. 
Hal tersebut menurut hemat penulis sebagaimana dikemukakan di 
atas karena persoalan-persoalan tersebut menyangkut 
kepentingan umum. Apabila sebuah aktifitas yang dilakukan oleh 
warga negara dan di dalamnya berkaitan dengan kepentingan 
umum, maka pemerintah berkewajiban untuk mengaturnya dalam 
bentuk regulasi dan perundang-undangan.  
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Ditetapkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf yang diundangkan pada tanggal 27 Oktober 2004 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159) 
adalah merupakan tuntutan realitas masyarakat. Hal ini 
dibuktikan dengan bergulirnya ide wakaf tunai dan bahkan 
banyak yang telah melaksanakan kegiatan wakaf tersebut seperti 
Dompet Duafa Republika, Pos Keadilan Peduli Umat, Dana 
Firdaus Mathla’ul Anwar dan lembaga-lembaga lainnya.  
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah 
musyawarah para ulama, zu’ama dan cendekiawan muslim, yang 
beroreintasikan istijãbiyah,  senantiasa ia memberikan jawaban 
positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang timbul 
dan dihadapi masyarakat baik diminta maupun tidak. Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang 
bolehnya (hukum jawaz) wakaf uang yang dikeluarkan pada 
tanggal 28 Şafar 1423 H/11 Mei 2002 M. Hal  itu sebagai respon 
terhadap surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf 
Departemen Agama R.I. Nomor : Dt.I.III/5/BA.03.2/2772/2002 
tanggal 26 April 2002 tentang permohonan fatwa wakaf uang. 
Dengan keluarnya fatwa tersebut ia dapat dijadikan sebagai dasar 
-meskipun tidak mengikat- bagi bolehnya melakukan wakaf 
tunai/uang, padahal  dalam fikih klasik benda/harta wakaf 
(mauqûf) dalam bentuk uang masih kontroversial. Fatwa tersebut 
pada hakekatnya merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia dalam 
upaya menjawab problematikan hukum Islam yang terjadi di 
tengah-tengah masyarakat. 
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Dalam Musyawarah Nasional ke VII (MUNAS VII) 
Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 19 
sampai dengan 22 Jumadil Akhir 1426 H/26 s/d 29 Juli 2005 di 
Jakarta, telah mengeluarkan fatwa dengan Nomor : 1/MUNAS 
VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
(HKI), di mana HKI meliputi Hak Perlindungan Varietas 
Tanaman, Hak Rahasia Dagang, Hak Desain Industri, Hak Desain 
Tata Letak Terpadu, Hak Paten, Hak atas Merek, dan Hak Cipta. 
Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dapat dijadikan sebagai obyek 
akad dan dapat pula diwakafkan dalam arti dijadikan sebagai 
harta benda wakaf (mauqûf), serta diwariskan. 8   
Adapun benda bergerak berupa uang, sebagaiamana   
dijelaskan pada pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006, adalah wakaf 
uang dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan yang bertindak 
sebagai nãíir yang menerima wakaf uang adalah Lembaga 
Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). 
Pemerintah, melalui Menteri Agama RI pada tanggal 9 
September 2008 telah menetapkan 5 (lima) Lembaga Keuangan 
Syar‘ah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), yaitu Bank 
Mu‘amalat Indonesia, Bank Syari‘ah Mandiri, BNI Syari‘ah, 
Bank DKI Syari‘ah, dan Bank Mega Syari‘ah.  
Melihat dari instrumen hukum dan kaidah islam mengenai 
wakaf uang, dapat diambil hipotesa bahwa wakaf uang adalah 
jenis benda wakaf yang baru. Prakteknya pun masih belum begitu 
populer di Indonesia khususnya, sehingga masih ditemukan 
                                                 
8 Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama 
Indonesia, (Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2005), hlm. 98-114.  
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ketidakpahaman masyarakat terhadap wakaf model seperti ini. 
Disamping ketidakpahaman masyarakat, juga dapat disinyalir 
berbedanya pandangan terhadap kebolehan wakaf uang. Oleh 
karena itu penelitian ini akan mengkaji aspek aspek penting 
wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan perundang-
undangan di Indonesia. 
PEMBAHASAN 
A.Benda Wakaf dalam Perundag-undangan  
1.  Harta Benda Wakaf dalam Perundang-undangan 
Produk Belanda 
Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa produk 
perundang-undangan mengenai perwakafan yang dihasilkan oleh 
pemerintah Hindia Belanda terdiri atas : 1) Surat Edaran 
Sekretaris Governemen tanggal 31 Januari 1905, No. 435 yang 
dimuat dalam Bijblad 1905 No. 435, sebagaimana termuat dalam 
Bijblad 1905 Nomor 6196, tentang Toezicht op den Bouw van 
Muhammedaansche bedehuizen, 2) Surat Edaran Sekretaris 
Governemen tanggal 4 Juni 1931 No. 1361/A yang dimuat dalam 
Bijblad 1931 No. 125/3 tentang Toezich van de regeering op 
Muhammedaansche, vrijdagdiensten en Wakafs. 3) Surat Edaran 
Sekretaris Governemen tanggal 24 Desember 1934 No. 3088/A 
yang dimuat dalam Bijblad Tahun 1934 No. 13390 tentang   
Toezich van de regeering op Muhammedaansche bedehuizen 
vrijdag diesten en wakafs, dan 4) Surat Edaran Sekretaris 
Governemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A yang dimuat 
dalam Bijblad Tahun 1935 No. 13480. tentang Toezich van de 
regeering op Muhammedaansche bedehuizen en wakafs. 
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Dari keempat surat edaran tersebut, tidak ada satupun 
yang mengatur tentang harta benda wakaf (mauqûf). Hal itu 
karena wakaf merupakan salah satu dari ajaran syari’at Islam, 
maka pelaksanaannya diserahkan kepada umat Islam, baik yang 
berkenaan dengan syarat maupun rukunnya. Peraturan tersebut 
tidak menyebutkan jenis dan macam harta wakaf, namun yang 
diatur dalam perarturan dan surat edaran itu hanyalah segi 
administratifnya saja, itupun terbatas kepada tempat-tempat 
ibadah. 
Bila diperhatikan secara lebih mendalam, kelihatannya 
pemerintah kolonial Belanda dalam hal regulasi perwakafan lebih 
cenderung dan tertarik untuk mengatur sisi administratif dan tata 
letak pertanahan serta peruntukannya saja, dan bukan kepada 
essensi perwakafan itu sendiri. Oleh karena itu apabila 
pemerintah Belanda menghendaki terhadap tanah itu, maka tanah 
tersebut dapat dikuasai oleh pemerintah. Terlepas dari 
tidak/kurang lengkap dan sempurnanya regulasi perwakafan pada 
masa kolonial Belanda,  bahkan pada saat itu umat Islam banyak 
yang  bereaksi dan keberatan, namun bila dihubungkan dengan 
teorinya Talcott Parsons   (struktural fungsional) yang  lebih 
dikenal dengan sebutan AGIL, hal ini memberikan arti dan 
makna bahwa pemerintah kolonial Belanda mengakui akan 
eksistensi wakaf, serta dapat memberikan pengaruh adaptasi dan 
pemahaman terhadap masyarakat tentang perwakafan.  
2. Harta Benda Wakaf  Sebelum PP No. 28 Tahun 1977 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab pendahuluan, 
bahwa regulasi perwakafan sebelum PP No. 28 Tahun 1977 yaitu 
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: 1) Surat Edaran Jawatan Urusan Agama Departemen Agama RI 
No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemesjidan, Surat 
Edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, dan 2) 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, yang diundangkan pada tanggal 24 
September 1960 (Lembaran negara 1960 Nomor 104, Penj. 
Tambahan Lembaran Negara No. 2043) yang lebih dikenal 
dengan UUPA, itupun hanya pengaturan yang bersifat umum 
sebagaimana dimuat pada pasal 5,  pasal 14 ayat (1), dan pasal 49 
Undang-undang tersebut. 
Regulasi dan peraturan perundang-undangan di atas, 
belum secara rinci mengatur tentang harta benda wakaf. Dalam 
surat edaran Jawatan Urusan Agama Departemen Agama tidak 
lebih dari hanya sekedar mengatur tentang harta benda wakaf 
yang berupa tanah (harta tidak bergerak), serta prosedur dan tata 
cara perwakafan. Apalagi dalam Undang-undang No. 5 Tahun 
1960   tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 
perwakafan terutama yang berkenaan dengan harta benda wakaf 
diungkapkan sebatas pengaturan yang bersifat umum, meskipun 
titik terang kearah pengaturan yang lebih komprehensif telah 
nampak. Hal itu terlihat pada pasal 49 ayt (3) yang 
mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengatur perwakafan  
dalam sebuah Peraturan Pemerintah (PP). 
Peraturan perundang-undangan di atas, telah memberikan 
arah dan tujuan (goal)  yang menjelaskan betapa pentingnya 
kehadiran sebuah pranata sosial keagamaan yang berbentuk 
wakaf yang menumbuhkembangkan jiwa berderma dan saling 
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tolong menolong serta membantu masyarakat,  meskipun hanya 
dalam tataran pengaturan prosedur  perwakafan tanah yang bukan 
milik kemesjidan.     
3. Harta Benda Wakaf dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang 
Perwakafan Tanah Milik yang dimuat dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia No. 38 Tahun 1977, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3107 belum mengatur secara 
luas dan tegas tentang harta benda wakaf (mauqûf), namun baru 
terbatas kepada harta kekayaan yang berupa tanah milik, 
sebagaimana dinyatakan pada Bab I pasal 1 ayat (1) bahwa ; 
Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum 
yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa 
tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk 
kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran agama Islam. 
Dari pernyataan bunyi pasal 1 ayat (1) di atas, dapat 
dipahami bahwa harta benda wakaf (mauqûf) baru terbatas 
kepada harta tidak bergerak saja (al-aqqãr) dan belum menyentuh 
kepada harta benda tidak bergerak. Hal ini dapat dimengerti 
karena Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-Pokok Agraria, yang sudah barang pasti di dalamnya 
mengatur tentang pertanahan. Oleh karena itu, dalam PP Nomor 
28 Tahun 1977, lebih menonjol pembahasannya mengenai tata 
cara mewakafkan dan pendaftarannya,  pengadministrasiannya, 
serta pengurusan dan pengelolaaannya melalui nãìir.  
62 
 
  Vol. 11 No.1 Januari-Juni 2020 
Kandungan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
tersebut di atas, bila dikaitkan dengan teorinya Talcott Parsons, 
maka akan nampak lebih jelas penajaman dari tujuan wakaf, di 
mana wakaf dirasakan manfaatnya bagi kepentingan umum dan 
kesejahteraan sosial, yang selanjutnya akan mengarah kepada 
terintegrasinya pranata wakaf di tengah-tengah masyarakat 
muslim Indonesia. 
4. Harta Benda Wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam 
Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa perwakafan 
dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991 
yang  selanjutnya ditindak lanjuti oleh Menteri Agama dengan 
Keputusannya Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 
tanggal 10 Juni 1991) tertera pada Buku III Hukum Perwakafan, 
yang dimulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 229. 
 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan hasil 
“ijtihad jama’i” ulama-ulama Indonesia sebagai upaya unifikasi 
hukum Islam, sudah mulai memperluas harta benda wakaf 
(mauqûf) dan sudah mulai merambah kepada harta benda 
bergerak (al-manqûl), meskipun belum secara rinci mengatur dan 
menjelaskan jenis-jenis harta bergerak tersebut. Hal itu dapat 
dilihat pada Bab 1 pasal 215 ayat (4) yang menyatakan bahwa ; 
Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak 
bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai 
dan bernilai menurut ajaran Islam. 
Meskipun pasal di atas telah memperluas harta benda 
wakaf yaitu di samping harta tidak bergerak (al-aqqãr) juga harta 
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bergerak (al-manqûl), namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
tersebut belum dan tidak mengatur secara rinci mengenai jenis, 
macam dan tata cara mewakafkan harta bergerak, apalagi 
pengelolaan dan pengembangannya. Namun hal ini patut 
diberikan apresiasi dan acungan jempol atas keberanian mereka 
untuk memasukkan harta bergerak sebagai salah satu harta benda 
wakaf (maqûf), padahal persepsi umat Islam Indonesia yang 
sebagian besar mengaku bermazhab Syãfe’i, karena referensi 
yang menjadi rujukan mereka adalah kitab-kitab karya ulama 
Syafi’iyah, berpendapat bahwa harta benda wakaf (mauqûf) 
terbatas kepada harta tidak bergerak (al-aqqãr) saja. Hal ini 
menunjukkan bahwa perwakafan mulai teritegrasikan dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia. 
5. Harta Benda Wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 jo PP 
No. 42 Tahun 2006  
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
yang diundangkan pada tanggal 27 Desember 2004 dan dimuat 
pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
159 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4459, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomnor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah 
merupakan peraturan perundang-undangan yang sangat dinanti-
nantikan oleh umat Islam, karena  peraturan perundangan 
sebelumnya dirasa  belum memadai dan belum menyentuh esensi 
wakaf sebagai pranata sosial yang bernilai serta memiliki potensi 
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Dalam undang-undang tersebut, harta benda wakaf 
(mauqûf) diatur lebih lengkap dan rinci yang tidak hanya terbatas 
kepada harta/benda tidak bergerak saja, tetapi sudah merambah 
kepada benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa 
uang. 
Wakaf benda bergerak diatur dalam  pasal 16 ayat (3) 
Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf  yang 
menyatakan, bahwa benda bergerak meliputi : a) uang, b) logam 
mulia, c) kendaraan, d) hak atas kekayaan intelektual, f) hak 
sewa, dan g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan 
syari’ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2005 tentang Wakaf, 
harta benda wakaf (mauqûf) yang bergerak diatur lebih rinci lagi 
meliputi : 1) benda bergerak selain uang, dan 2) benda bergerak 
berupa uang (pasal 15 PP No. 42 Tahun 2006). Adapun benda 
bergerak selain uang yaitu : a) surat berharga yang berupa : 
saham, surat utang negara,obligasi pada umumnya, dan/atau surat 
berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b) hak atas 
kekayaan intelektual yang berupa : hak cipta, hak merk, hak 
paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit 
terpadu,  hak perlindungan varietas tanaman, dan/atau hak 
lainnya. c) hak atas benda bergerak lainnya berupa : hak sewa, 
hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak, atau perikatan, 
tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak 
(pasal 21 PP No. 42 Tahun 2006). 
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Adapun benda bergerak berupa uang, sebagaiamana   
dijelaskan pada pasal 22 PP No. 42 Tahun 2006, adalah wakaf 
uang dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan yang bertindak 
sebagai nãíir yang menerima wakaf uang adalah Lembaga 
Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). 
Pemerintah, melalui Menteri Agama RI pada tanggal 9 
September 2008 telah menetapkan 5 (lima) Lembaga Keuangan 
Syar‘ah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU), yaitu Bank 
Mu‘amalat Indonesia, Bank Syari‘ah Mandiri, BNI Syari‘ah, 
Bank DKI Syari‘ah, dan Bank Mega Syari‘ah.  
Menurut hemat penulis, harta benda wakaf (mauqûf) 
adalah segala sesuatu yang apabila menurut syara’ dibenarkan 
untuk dapat diambil manfa’atnya, maka ia dapat dijadikan 
sebagai harta benda wakaf (mauqûf), kiranya dapat dilahirkan 
sebuah kaidah dan teori sebagai berikut : َكلَميَجيزَ  ن فيعَ هَشَعي
  جيزَفىهَ َتةـفَ
Undang-undang No. 42 Tahun 2004 tentang Wakaf 
berikut PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya 
merupakan peraturan perundang-undangan perwakafan yang 
cukup komprehensip dan dapat memenuhi tujuan wakaf  baik 
yang berkenaan dengan tujuan pembuat syara‘, maupun yang 
berkenaan dengan tujuan mukalaf. Kondisi semacam ini 
menunjukkan bahwa persoalan perwakafan di Indonesia telah 
terpolakan dan menjadi laten di kalangan masyarakat Indonesia. 
Hal tersebut di samping sebagai implikasi dari perubahan 
pemikiran fikih wakaf yang mengikuti kepada perubahan zaman, 
waktu, kondisi dan situasi, juga karena anak-anak muslim 
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Indonesia sudah banyak yang menjadi sarjana dan berpendidikan 
strata tiga (S3), meskipun implementasinya di tengah-tengah 
masyarakat masih perlu dilakukan sosialisasi yang lebih inten, 
kontinyu dan sistematis yang menurut prakiraan penulis berkisar 
antara 17 sampai 25 tahun-an.   
Pola pikir anak-anak muslim Indonesia yang telah 
menjadi sarjana tersebut, bahkan telah banyak yang menjadi guru 
besar, mereka memegang dan menduduki posisi strategis baik di 
kalangan dunia pendidikan, pondok pesantren, birokrat, maupun 
politisi, menjadi salah satu faktor yang menunjang bagi 
perubahan pemikiran fikih wakaf, yang mengarah kepada  
perubahan hukum karena mengikuti perubahan sosial. Hukum 
tidak statis namun dinamis mengikuti perkembangan zaman, 
kondisi dan situasi, serta perubahan sosial masyarakat. 
sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Al- Qayyim al-Jauziyah 
9 sebagai berikut; 
َب َاىيتَ َب  حت   َب ألمكا  َ ألزما  َتغىَ َ يسب َب خ الفهي َ َف تى تغىَ
َب َعت ئث
 Perubahan fatwa dan perbedan-perbedaannya, 
berdasarkan kepada perubahan zaman, tempat, keadaan, 
niyat dan adat istiadat. 
Ibn al-Qayyim mendasarkan kaidahnya atas 
kebijaksanaan (al-hikam) dan kemaslahatan  manusia di dunia 
dan akhirat, yaitu adil, rakhmah, maèlahah, dan hikmah. 
Selanjutnya ia mengatakan ; 
                                                 
9 Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, ‘Ilãm al-Muwaqqîin ‘an Rabb al-
‘Ãlamîn, (Beirut-Lubnan, Dãr al-Jael,  1973), Juz III,  hlm,. 3.                 
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فيََّ َشَحع َم ايهيَبَسيسهيَعهنَ َيكمَبمصيَحَ َع يدَفنَ َمعيشَب َمعيدَ
َمسأَ َخَجتَبهيَعث  َفكل َكههي َبحكم  َبمصيَحَكههي َكههي َبَحم  َكههي
عَُّ َعث َ َنَ َرـتََبعَُّ ََحم َ َنَضـثهيَبعَُّ َمصهي َ َنَ َمفسثََ
َ يَ أبحل,َ َفىهي َ دخهت َب َّ َ َشَحع  َمُّ َفهىست َ َع ث َ َن َ َيكم  بعُّ
 فيَشـَحع َعث َ َهـهَ ىَُّع يدهَبَحم هَ ىَُّخهقهَبظهـهَفنَََضه
Bahwa syari’at ditegakkan dan didasarkan atas hikmah-
hikmah dan kemaslahatan umat manusia baik di dunia 
maupun di akhirat, syari’at tersebut semuanya adil penuh 
rahmat, penuh kemaslahatan dan penuh dengan hikmah-
hikmah. Oleh karena itu setiap masalah yang keluar dari 
keadilan menuju kepada kecurangan, dari yang penuh 
rahmat kepada kebalikannya, dari maslahat kepada 
mafsadat, dari yang penuh hikmah kepada sia-sia, maka 
semua itu bukanlah syari’at meskipun ditakwilkan dengan 
cara apapun. Oleh karena itu, syari’at pada dasarnya 
merupakan keadilan dan rahmat  Allah bagi hamba-Nya, 
serta merupakan payung dari Allah di permukaan bumi.  
10 
 
Senada dengan Ibn Al-Qayyim di atas, Ibnu Khaldun 11 
mengemukakan statemen yang sama, bahwa masyarakat tidak 
akan statis, namun dia berkembang dinamis menuju ke arah yang 
lebih baik. 
َ َع ََحت   َب حـثََ َّ َبتىََ َعهن َتثبم  َ َبنيـههم َبعـت ئثهم َب  مم يَم
بماهيجَمسـ مََ نميَهتَ خ الفَعهنَ  حيمَب ألزميََّمَُّحي َ َنَحي َفكميَ
                                                 
10 Ibid. 
11 Ibnu Khaldun, Muqaddimah al-‘Alamah Ibnu Khaldun, (Dãr al-
Fikr, Beirut, tt), hlm. 28. 
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َ  فيقَ َفن َحكتَّ َفـكذَك َب  مصـيَ َب  بةيت َ  شـخيص َفن َذَك حكـتَّ
َب  ةـطيََب  زما َب َـثب 
 sesungguhnya keadaan dunia dan umat manusia serta 
adat istiadat dan aturan-aturan lainnya, tidaklah akan 
teruts menerus dalam satu keadaan dan satu sistem, 
melainkan ia berbeda dan berlainan sesuai dengan 
perbedaan masa dan perpindahan dari satu keadaan 
kepada keadaan lainnya. Hal itu berlaku bagi manusia 
karena perbedaan waktu, tempat, benua, daerah, ataupun 
pemerintahan  
 
B.Wakaf uang dalam Islam  
Dalam catatan sejarah Islam, sebenarnya wakaf uang 
sudah dipraktekan sejak awal abad kedua hijriah sebagaimana 
disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, 
dijelaskan bahwa: 
“Bab tentang wakaf hewan, kura-kura (berbagai kuda 
dari semua jenisnya), urūd (harta selain emas dan perak) 
dan al-ṣāmit (uang emasdan perak). Al-Zuhri berkata 
tentang orang menetapkan 1000 dinar fī sabīlillah 
(wakaf) dan memberikan 1000 dinar tersebut kepada 
seorang budaknya yang berdagang , lalu budaknya 
mengelolanya. Kemudian orang tersebut menetapkan 
keuntungannya sebagai sedekah keapda orang-orang 
miskin  dasn familinya. Apakah orang tersebut boleh 
makan dari keuntungan 1000 dinar tersebut meskipun ia 
tidak menyalurkan keuntungannya sebagai sedekah 
kepada orang orang miskin? Al-Zuhri mengatakan: ia 
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tidak boleh makan dengan menggunakan keuntungannya 
tersebut.12   
 
 Wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana 
dakwah sosial, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya 
adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha 
kemudian menyalurkan keuntungannya.13 
 Meskipun wakaf uang telah dipraktikan sejak awal abad 
kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehannya oleh Imam al-
Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang 
dalam fikih empat mazhab masih diperdebatkan antara yang 
membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang sebagaimana 
dijealskan berikut ini: 
1. Pendapat yang membolehkan wakaf uang: 
Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan 
hal itu sudah menjadi urf  (adat kebiasaan) di kalangan 
masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa 
hukum yang ditetapkan berdasarkan  urf  mempunyai 
kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan 
berdasarkan nash dalil yang digunakan oleh mazhab 
Hanafi adalah hadis nabi SAW: 
“apa yang dipandang baik menurut kaum muslimin maka 
dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang 
                                                 
12 Muhammad Bin Ismail al-Bukhari, ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Beirut: Dār Ibn 
Kathīr, 2002),hlm.686  
13 Tim Penulis, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, (Jakarta: 
Departemen Agama, 2008),hlm.101  
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dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam 
pandangan Allah pun buruk”14 
Cara mewakafkan uang, menurut mazhab Hanafi 
ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara 
mudhārabah atau mubāḍa’ah. Adapun keuntungannya 
disedekahkan kepada yang diberi wakaf.15Mazhab Maliki 
berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan 
dirham.16Dalam hal ini terdapat penjelasan dalam kitab 
mudawwanah mengenai penggunaan wakaf uang yaitu 
melalui cara pembentukan dana pinjaman. Kaidahnya 
ialah uang tersebut diwakafkan dan digunakan sebagai 
pinjaman kepada pihak tertentu di mana peminjam terikat 
untuk membayar pinjaman tersebut.17  
2. Pendapat yang Tidak Membolehkan Wakaf Uang 
Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa harta benda wakaf 
harus kekal sesuai dengan hadis: 
“Diriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar ra 
berkata kepada Nabi SAW: “saya mempunyai seratus 
saham (tanah,kebun) di Khaibar, belum pernah saya 
mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi 
tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. “Nabi 
                                                 
14 Ahmad Ibn Hanbal, Musnad al-Imām Aḥmad Ibn ḥanbal (Beirut: Dār 
al-Kutub al-‘ilmiyah, 2008),hlm.485   
15Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, (Damaskus: Dār 
al-Fikr,1985) Vol.X,   
16Wahbah al-Zuhayli, al-Waṣāyā wa al-Waqf  fī al-Fiqh al-Islāmī, 
(Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir,1998),hlm.162  
17Mālik Ibn Anas, al-Mudawwanah al-Kubrḥ (Beirut: Dār al-Kutub al-
‘Ilmiyah,1994)Vol.IV,hlm.452  
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SAW berkata”Tahanlah pokoknya dan sedekahkan 
hasilnya pada sabilillah”. (HR.al-Nasā’ī).18 
 Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Syafi’I 
berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak 
dibolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan 
dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan 
zatnya.19Namun ulama lainnya Abu Tsaur membolehkan 
wakaf dinar dan dirmham dan dia meriwayatkan dari 
Syafi’I tentang bolehnya mewakafkan uang (dinar dan 
dirham). Imam al-Mawardi menolak pendapat ini dengan 
menyatakan bahwa dinar dan dirham tidak dapat 
diwakafkan karena dinar dan dirham tidak dapat 
disewakan dan pemanfaatannya pun tidak tahan 
lama.20Mazhab Hambali sebagaimana dijelaskan oleh Ibn 
Qudāmah mengemukakan bahwa pada umumnya para 
fuqaha dan ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang 
karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga 
tidak ada lagi wujudnya. Kemudian juga uang tidak dapat 
disewakan karena menyewakan uang akan merubah 
fungsi uang sebagai standar harga. 
Dari penjelasan pendapat ulama di atas Nampak bahwa 
ulama yang melarang wakaf uang beralasan bahwa uang wakaf 
ketika digunakan atau dibayarkan menjadi lenyap atau hilang 
                                                 
18Abū ‘Abdurrahmān  Aḥmad bin Shu’ayb bin ‘Alī al-Nasā’ī, Sunan al-
Nasā’ī, Beirut:Dār al-Fikr, 19950,Vol.VI,hlm.233  
19Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Abū al-‘Abbas Ibn Hamzah Ibn Shihāb 
al-Dīn al-Ramlī, Nihāya al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj, (Beirut: Dār al-
Fikr,1984),vol,V.hlm.357  
20 Abu Zakariyā Muhyiddīn  bin Sharraf al-Nawāwī, al-Majmu’ Sharḥ 
al-Muhaḍah, (tt: Dār al-Fikr,1997)vol.XVI,hlm,229  
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sehingga tidak ada lagi wujudnya atau uang wakaf tidak dapat 
dimanfaatkan dengan mempertahankannya. Padahal menurut 
pandangan mereka harta benda wakaf harus ditahan, tidak boleh 
hilang atau lenyap sesuai dengan petunjuk Rasulullah kepada 
Umar Bin Khattab “tahanlah asalnya (pokok harta yang 
diwakafkan) dan sedekahkan hasilnya”.adapun ulama yang 
membolehkan wakaf uang beralasan bahwa nilai uang wakaf 
tetap terpelihara kekekalannya, meskipun zatnya atau bendanya 
telah hilang atau lenyap. Dalam hal ini, mereka tidak 
menekankan pada bentuk harta benda wakaf namun lebih 
menekankan pada kemanfaatannya. 
Penulis lebih cenderung kepada pendapat yang 
membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang 
wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sector riil 
maupun sector finansial di mana hasil dari investasi tersebut 
disalurkan kepada mawqūf ‘alaih. Uang wakaf juga dapat 
digunakan untuk membeli harta benda tidak bergerak seperti 
tanah dan bangunan atau untuk mendanai pembangunan sarana 
ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan yang langsung dapat 
dimanfaatkan oleh mawqūf ‘alaih. 
Selain itu, hukum-hukum wakaf banyak didasarkan pada 
dalil-dalil ijtihadiyah, mengingat konsep wakaf tidak secara 
spesifik dijelaskan dalam al-Qur’an atau hadis. Hadis yang ada 
hanya menjelaskan secara global konsep wakaf yaitu menahan 
pokok harta yang diwakafkan, tidak dijual, diberikan. 
Diwariskan, serta mensedekahkan hasilnya. Karena wakaf uang 
tidak ditemukan dalil secara tegas membolehkan atau 
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melarangnya, sementara wakaf uang memiliki manfaat yang 
besar untuk kemaslahatan mawqūf ‘alaih, maka atas dasar 
maslahat mursalah wakaf uang hukumnya boleh. 
Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan 
ulama dari empat mazhabmengenai hukum wakaf uang 
sebagaimana dijelask an di atas, wakaf uang belum banyak 
dipraktikan di Indonesia. Bahkan banak masyarakat yang 
menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang 
mendorong MUI (majelis ulama Indonesia) pada tanggal 11 
Maret 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa 
tersebut dikeluarkan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan 
oleh Direktur Pengembangan Zakatdan Wakaf Departemen 
Agama melalui surat Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 
tanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa 
tentang wakaf uang. 
Dalam fatwa MUI tersebut dijelaskan pertimbangan-
pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut, yaitu pertama 
bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia pengertian wakaf 
yang umum diketahui, antara lain adalah menahan harta yang 
dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak 
melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan 
pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.21juga terdapat 
pengertian bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau 
kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum 
                                                 
21 Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Abū al-‘Abbas Ibn Hamzah Ibn 
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lainnya sesuai dengan ajaran Islam.22 Benda wakaf juga adalah 
segala benda baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki 
daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut 
ajaran Islam.23Berdasarkan pengertian tersebut bagi mereka 
hukum wakaf uang adalah tidak sah. Kedua, bahwa wakaf uang 
memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang 
tidak dimiliki oleh benda lain. Ketiga bahwa oleh karena itu, 
komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang 
hukum wakaf uang untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat. 
Selain menyebutkan pertimbangan, lazimnya sebuah 
fatwa disebutkan juga dalil-dalil dari Qur’an dan hadis yang 
dijadikan sebagai dasar hukum fatwa, yaitu: pertama, QS.Ᾱli 
‘Imrān ayat 92 tentang perintah manusia menyedekahkan 
sebagian harta ysng dicintainya. Kedua, QS al-Baqarah ayat 261-
262 tentang balasan yang berlipat ganda bagi orang yang 
menyedekahkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas dan 
pelakunya dijamin akan terhindar dari rasa khawatir (takut) dan 
sedih. Ketiga, hadis nabi SAW yang diriwayatkan oleh imam 
Muslim al-Turmudzi, al-Nasa’i dan Abu Daud tentang perbuatan 
yang senantiasa mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah 
meninggal dunia. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari, Muslim, dan yang lainnya tentang wakaf tanah yang 
dilakukan oleh Umar Bin Khattab. Kelima, perkataan Jabir yang 
                                                 
22Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan, Bab I,Pasal 
215, angka (1)  
23 Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan, Bab I,Pasal 
215, angka (4) 
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menyatakan bahwa para sahabat nabi SAW mewakafkan 
sebagian harta yang dimilikinya. 
Fatwa juga memperhatikan pendapat ulama klasik yang 
membolehkan wakaf uang, yaitu: pertama, pendapat imam al-
Zuhri yang menyatakan bahwa mewakafkan dinar hukumnya 
boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal 
usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada Mawqūf 
‘alaih.24Kedua, pendapat ulama Hanafiah yang membolehkan 
wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dsar 
istiḥsān bi al-‘urf.25Ketiga, pendapat sebagian ulama Mazhab 
Syafi’I yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan 
wakaf dinar dan dirham (uang).26Selain itu diperhatikan juga 
pandangan dan pendapat rapat komisi MUI pada tanggal 23 
Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan 
dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah 
umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis antara 
lainriwayat Ibnu Umar, dan pendapat rapat komisi fatwa MUI 
tanggal 11 Mei 2002 Tentang rumusan definisi wakaf sebagai 
berikut: “yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa 
lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan 
tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan 
atau mewariskan), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang 
mubah (tidak haram) yang ada”. 
                                                 
24Abu Su’ud Muhammad, Risālah fī  Jawaz Waqf al-Nūqūd, (Beirut: 
Dār IBn Hazm, 1997), 20-22  
25Wahbah al-Zuhayl, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, (Damaskus: Dār 
al-Fikr, 1985),Vol.VIII,hlm.162 
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Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama 
tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI pada 
tanggal 28 Shafar 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 
2002, memfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawāz (boleh) 
dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang 
dibolehkan secara syar’I serta nilai pokok wakaf uang tersebut 
harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan 
atau diwariskan. Disebutkan juga dalam fatwa tersebut bahwa 
wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok 
orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. 
Termasuk dalam pengertian uang tersebut adalah surat-surat 
berharga. 
C.Wakaf Uang dalam Perundang -Undangan 
Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan 
Peraturan Pemerinah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan 
UU No.41 Tahun 2004 Tenang Wakaf, tidak menyebutkan 
definisi khusus untuk wakaf uang, yang dikemukakan hanya 
definisi wakaf yaitu pertbuatan hukum wakif untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai 
dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syari’ah.27    
 Hanya saja dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 
harta benda dalam definisi tersebut mencakup semua harta benda 
yang dapat diwakafkan termasuk uang. Hal ini dapat diketahui 
dari pengertian harta benda wakaf yang diketahui dari pengertian 
                                                 
27Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1  
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harta benda wakaf yang dikemukakan yaitu harta benda yang 
memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta 
mempunyai nilai ekonomi menurut syari’ah yang diwakafkan 
oleh wakif.28 Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama No.4 
Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, 
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang adalah 
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 
umum menurut syariah.29 
 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 
menyebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak 
bergerak meliputi:30 
a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undanganyang berlaku baik yang sudah maupun yang 
belumterdaftar; 
b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah 
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a; 
c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 
d. Hal milik atas satuan dumah susun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
                                                 
28 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1 angka 5 
29Peraturan Menteri Agama No.4 Tahun 2009 Tentang Administrasi 
Pendapftaran Wakaf Uang, Pasal 1 angka 1  
30 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 16 ayat 2 
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Benda bergerak adalah harta benda yang tidak habis 
karena dikonsumsi, meliputi uang, logam mulia, surat berharga, 
kendaraan, ha katas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda 
bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari;ah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Ketentuan mengenai wakaf uang diatur dalam Undang-
Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sebagai berikut: 
a. Wakif dalapat mewakafkan benda bergerak berupa uang 
melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh 
Menteri Agama 
b. Wakaf benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif 
dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara 
tertulis. 
c. Wakaf benda bergerak berupa uang diterbitkan dalam bentuk 
sertifikat wakaf uang. 
d. Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh 
Lembaga Keuangan Syari’ahkepada wakif dan nazhir sebagai 
bukti penyerahan harta benda wakaf. 
e. Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan 
harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri Agama 
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya 
sertifikat wakaf uang 
Ketentuan lainnya mengenai wakaf uang diatur dalam 
Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan 
Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sebagai 
berikut: 
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a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang 
Rupiah. 
b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata 
uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam 
rupiah. 
c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: 
i. Hadir di Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf 
Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak 
wakaf uangnya 
ii. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang 
diwakafkan 
iii. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-
PWU 
iv. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang 
berfungsi sebagai AIW. 
d. Dalam hal wakif tidak dapat hadir di LKS-PWU untuk 
menyetakan kehendak wakafuangnya, maka wakif dapat 
menunjuk wakil atau kuasanya. 
Sebagai tindak lanjut ketentuan mengenai pendaftaran 
wakaf uang dalam Undang-Undang no.41 Tahun 2004 Tentang 
Wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
pada tanggal 29 Juli 2009 telah ditetapkan Peraturan Menteri 
Agama Republik Indonesia No.4 tahun 2009 Tentang 
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. 
Wakaf uang dapat dilakukan untuk jangka waktu tertentu 
dan untuk waktu selamanya. Dalam hal wakif berkehendak 
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kmelakukan perbuatan hukum wakaf uang untuk jangka waktu 
tertentu maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir nazhir 
wajib mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada wakif 
atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU. 
Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, 
peruntukan wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki 
kemaslahatan yang besar yang tidak dimiliki oleh benda 
lainnya.31Selain itu, wakaf uang juga memudahkan mobilisasi 
dana dari masyarakat melalui sertifikat wakaf uang karena 
beberapa hal: pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) 
menjadi luas dibandingkan dengan wakaf lainnya. Kedua, dengan 
sertifikat tersebut dapat dibuat berbagai macam pecahan yang 
disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang 
dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi. Ketiga, wakif 
tidak perlu menunggu kaya raya atau menjadi tuan tanah untuk 
berwakaf karena uang lebih mudah dibuat pecahannya dan dapat 
berupa wakaf kolektif. Dengan berbagai kemudahan yang 
ditawarkan dalam wakaf uang maka umat akan lebih mudah 
memberikan kontribusi mereka dalam wakaf tanpa harus 
menunggu capital dalam jumlah yang sanagat besar. Mereka 
tidak harus menunggu menjadi tuan tanah untuk menjadi wakif.32  
Karena yang diwakafkan adalah uang, ada sebagian orang 
yang menganggap bahwa wakaf uang tidak berbeda dengan uang 
zakat, infaw dan sodaqoh. Padahal ada perbedaan antara uang 
                                                 
31Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2009),hlm.114  
32M.Cholis Nafis, Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial, (Jurnal al-
Awqaf, Vol.II Nomor 2. April 2009),hlm.37  
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wakaf dengan ketiganya. Berbeda dengan wakaf uang, zakat 
infak sedekah bias saja dibagi bagiakan langsung dana pokoknya 
kepada pihak yang berhak menerima. Sementara pada wakaf 
uang uang pokoknya akan diinvestasikan terus menerus, sehingga 
umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah 
terus seiring dengan bertambahnya jumlah wakif yang beramal, 
baru keumudian keuntungan investasi dari pokok itulah yang 
akan mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu 
instrumen wakaf uang dapat melengkapi zakat, infak, dan 
sedekah sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.   
Mengenai potensi wakaf uang di Indonesia, Mustafa 
Edwin Nasution pernah mem buat asumsi bahwa jumlah 
penduduk musli kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta 
jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0.5 juta-10 juta 
perbulan. Ini merupakan potensi yang besar, dapat dibayangkan 
misalnya warga yang berpenghasilan Rp.0,5 Juta sebanyak 4 juta 
orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp.60 ribu, 
maka setiap tahun akan terkumpul RP.240 Miliar. Jika warga 
yang berpenghasilan Rp.1-2 jjuta sebanyak 3 juta jiwa dan setiap 
tahun masing-masing berwakaf Rp.120 ribu maka akan 
terkumpul dana sebesar Rp.360 miliar. Jika warga yang 
berpenghasilan Rp.2-5 juta sebanyak 2 juta orang dan setiap 
tahun masing-masing berwakaf Rp.600 ribu maka akan 
terkumpul Rp.1,2 Triliun. Kemudian warga yang berpenghasilan 
rp.5-10 juta berjumlah 1 juta orang dan setiap tahun masing-
masing berwakaf  Rp.1.2 juta setahun maka akan terkumpul dana 
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1.2 Triliun. Jadi dana yang terkumpul mencapai Rp.3 Triliun 
setahun. 
Dalam hal penghimpunan wakaf uang pada tahun 1995, 
M.A Manna melalui Social Investment Bank Limited (SIBL) 
menerbitkan sertifikat wakaf uang di Bangladesh dalam jumlah 
nominal uang tertentu, dan menawarkannya kepada umat Islam 
untuk berwakaf uang dengan membeli sertifikat wakaf uang 
tersebut. Sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh SIBL ini 
memiliki sasaran yang ingin dicapai yaitu:33 
a. Menjadikan perbankan sebagai fasilitas untuk menciptakan 
wakaf uang dan membantu dalam pengelolaan wakaf.  
b. Membantu memobilisasi tabungan masyarakat dengan 
menciptakan wakaf uang dengan maksud untuk memperingati 
orang yang telah meninggal, anak-anak, dan memperaerat 
hubungan kekeluargaan orang kaya 
c. Meningkatkan  investasi sosial dan mentransformasikan 
tabungan masyarakat menjadi modal  
d. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama 
golongan miskin dengan menggunakan sumber-sumber yang 
diambilkan dari golongan karya 
e. Menciptakan kesadaran di antara orang kaya tentang 
tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat 
f. Membantu pengembangan social capital market  
                                                 
33Jafril Khalil, Social Investment Bank Limited, (jurnal al-Awqaf, 
Vol.II, No.02, April 2009),hlm.54-55  
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g. Membantu usaha-usaha pembangunan bangsa secara umum 
dan membuat hubungan yang unik antara jaminan sosial dan 
kesejahteraan masyarakat. 
Penerbitan sertifikat wakaf uang seperti yang dilakukan 
oleh SIBL tersebut, dilakukan juga oleh perbankan syariah di 
Indonesia yang telah mendapat izin dari Menteri Agama sebagai 
Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). 
Hanya saja sertifikat wakaf uang diterbitkan setelah ada orang 
yang berwakaf dengan jumlah minimal Rp.1 juta. 
Dan awakaf yang terhimpun di LKS-PWU selanjutnya 
dikelola dan dikembangkan oleh nazhir pada sector usaha 
produkjtif yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip 
syariah. Untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur 
dalam Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 Tentang 
pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
sebagai berikut: 
a. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang 
hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk 
LKS dan/atau instrument keuangan syariah/ 
b. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka 
waktu tertentu, maka nazhir hanya dapat melakukan 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pda 
LKS-PWU dimaksud 
c. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang 
yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program 
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d. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang 
yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah 
harus diasruransikan pada ausransi syariah. 
Untuk melengkapai ketentuan tentang pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf termasuk wakaf uang, sesuai 
dengan amanah Peraturan Pemeritah No.42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembagan harta 
benda wakaf harus berpedoman pada Peraturan Badan Wakaf 
Indonesia (BWI), maka Badan Wakaf Indonesia telah 
menetapkan Peraturan BWI No.4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 
Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. 
 Dalam Peraturan BWI tersebut dijelaskan antara lain 
bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat 
dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) atas persetujuan dari BWI. Persetujuan 
dari BWI diberikan setelah terlebih dahulu BWI melakukan 
kajian atau kelayakan investasi dimaksud. 
Pentingnya wakaf uang dikemukakan oleh M.Syafi’i 
Antonio. Ia mencoba untuk mengilustrasikan betapa pentingnya 
penggunaan wakaf uang. Dalam dunia pendidikan misalnya, ia 
melihat adanya tiga filosofi dasar yang harus ditekankan ketika 
kita hendak menerapkan prinsip wakaf uang dalam dunia 
pendidikan. Petama, alokasi wakaf uang harus dilihat dalam 
bingkai proyek yang terintegrasi, bukan bagian-bagian dari biaya 
yang terpisah-pisah. Contohnya adalah anggapan dana wakaf 
akan habis bila dipakai untuk membayar upah bangunan, 
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sementara wakaf harus abadi. Dengan bingkai proyek, 
sesungguhnya dana wakaf akan dialokasikan untuk program-
program pendidikan dengan segala macam biaya yang terangkum 
di dalamnya. 
Kedua, asas kesejahteraan nazhir. Sudah terlalu lama 
nazhir seringkali diposisikan kerja asal-asalan alias lillāhi ta’ālā 
dan wajib berpuasa. Akibatnya seringkali kinerja nazhir tidak 
professional. Sudah saatnya nazhir dijadikan sebagai profesi yang 
memiliki kualifikasi dan kompetensi yang berlualitas. Misalnya 
badan pengelola wakaf mendapatkan alokasi 5% dari net income 
wakaf. Angka yang sama juga diterima Kantor Administrasi 
wakaf Bangladesh. Sementara itu, the central waqfcouncil India 
mendapatkan sekitar 6 % dari net income pengelolaan dana 
wakaf. 
Ketiga, asas transparansi (accountability) di mana Badan 
Wakaf dan lembaga serupa harus melaporkan setiap tahun akan 
proses pengelolaan dana kepada umat dalam bentuk audited 
financial report (laporan keuangan yang diaudit) termasuk 
kewajaran dari masing-masing pos biayanya. 
Dalam Peraturan Menteri Agama Tentang Administrasi 
Pendaftaran Wakaf Uang di jelaskan bahwa nazhir wajib 
menyampaikan pengelolaan wakaf uang setiap 6 (enam) bulan 
kepada BWI dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Laporan 
pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
pelaksanaan, pengelolaan, pengembangan, penggunaan hasil 
pengelolaan wakaf uang dan rencana pengembangan pada tahun 
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berikutnya. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan paling lambat 3(tiga) bulan sejak akhir tahun buku. 
Mengenai penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf harus sesuai dengan 
peruntukannya. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta wakaf uang dapat dilakukan secara langsung 
dan tidak langsung. Penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf secara langsung adalah 
program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara 
langsung dikelola oleh nazhir. Penyaluran manfaat hasil 
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara tidak 
langsung adalah program pembinaan dan pemberdayaan 
masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan 
lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan 
professional. 
Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang 
dapat menerima penyaluran manfaat hasil pengelolaan dan 
pengembangan harta benda wakaf, antara lain adalah: 1).program 
sosial dan umum berupa pembangunan jembatan, jalan umum 
dan masjid. 2). Program pendidikan berupa pendirian sekolah 
dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan 
pelatihan keterampilan. 3). Program kesehatan berupa bantuan 
pengobatan bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil 
dan menyusui. 4). Program ekonomi berupa pembinaan dan 
bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan 
pengembangan usaha pertanian dalam arti luas. 5). Program 
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dakwah berupa penyediaan da’I dan mubaligh, bantuan guru, 
bantuan bagi imam dan marbot masjid.      
 
PENUTUP 
Mekanisme wakaf uang di Indonesia diatur oleh Undang-
undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf yang antara 
lainmengatur administrasi wakaf uang, pengelolaan dan 
pengembangannya. Praktik wakaf uang yang sesungguhnya 
adalah wakaf barang dengan cara wakif menyerahkan uang 
kepada nazhir untuk dibelikan barang yang dikehendaki oleh 
wakif atau sebagai kontribusi wakif pada program/proyek wakaf 
baik sosial maupun produktif yang ditawarkan pleh nazhir.  
Dalam waacana fikih, ulama memang berbeda pendapat 
tentang hukum wakaf uang, di antara mereka ada yang melarang 
da nada pula yang membolehkan dengan argumentasi masing-
masing. Namun demikian, jika melihat pada prinsip wakaf yaitu 
keabadian dan kemanfaataan yang harus terpenuhi pada harta 
benda wakaf, maka dalam wakaf uang pun kedua prinsip wakaf 
tersebut dapat ditemukan. Dalam wakaf uang, prinsip keabadian 
wakaf adalah dengan menjaga nilai pokok wakaf uang, 
sedangkan prinsip kemanfaatan wakaf adalah dengan 
memanfaatkan wakaf uang untuk kemaslahatan umat. Dengan 
pertimbangan tersebut maka sangat tepat jika kemudian Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2002 memfatwakan bahwa 
wakaf uang hukumnya boleh. Fatwa MUI ini kemudian menjadi 
dasar legitimasi wakaf uang dalm Undang-undang No.41 Tahun 
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